
  

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 9/7/PBI/2007 

TENTANG  

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 8/3/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK 

UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG 

MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 

DAN  PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIAT AN 

USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM 

KONVENSIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peranan bank umum 

konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah melalui perluasan jaringan pelayanan transaksi 

perbankan syariah yang akan mampu menjangkau masyarakat 

yang lebih luas; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan Layanan Syariah 

yang ada di bank umum konvensional yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui perluasan 

fungsi Layanan Syariah; 

c. bahwa pelaksanaan perluasan jaringan dan perluasan fungsi 

Layanan Syariah diharapkan dapat lebih meningkatkan fungsi 

intermediasi sekaligus mendorong perkembangan industri 

perbankan … 
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perbankan syariah dengan tetap mempertimbangkan prinsip 

kehati-hatian dan prinsip syariah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a sampai dengan huruf c, diperlukan perubahan terhadap 

Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha 

Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan 

Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional; 

 

Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4357); 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi 

Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip … 
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Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh 

Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4599;) 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/3/PBI/2006 

TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM 

KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG 

MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN 

PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK 

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA 

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM 

KONVENSIONAL 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor 

Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank 

Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599) diubah sebagai 

berikut:  

1. Ketentuan … 
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1. Ketentuan Pasal  1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor 

cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. 

2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha 

perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. 

3. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang bertanggung jawab secara 

langsung kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat 

tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan 

usaha. 

4. Kantor dibawah Kantor Cabang Bank adalah Kantor Cabang Pembantu 

atau Kantor Kas yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang 

induknya. 

5. Kantor Cabang Pembantu adalah Kantor dibawah Kantor Cabang yang 

kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya. 

6. Kantor Kas adalah Kantor dibawah Kantor Cabang yang kegiatan 

usahanya membantu kantor induknya kecuali melakukan pembiayaan. 

7. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah. 

 

 

8. Kantor … 
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8. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank yang melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

9. Kantor Cabang Pembantu Syariah adalah Kantor dibawah Kantor Cabang 

Syariah yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Syariah 

induknya. 

10. Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Pembantu 

Syariah atau Kantor Kas Syariah yang melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka membantu Kantor Cabang 

Syariah induknya. 

11. Kantor Kas Syariah adalah Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah yang 

kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Syariah induknya kecuali 

melakukan pembiayaan. 

12. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus yang menginduk kepada Unit 

Usaha Syariah, yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, 

pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip 

syariah pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank, dalam 

rangka persiapan menjadi Kantor Cabang Syariah. 

13. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank berdasarkan prinsip syariah adalah 

kegiatan pelayanan kas terhadap nasabah Bank, meliputi antara lain: 

a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan 

menggunakan alat transportasi darat atau air; 

b. Payment Point yaitu kegiatan pembayaran atau penyetoran transaksi 

tertentu antara lain gaji pegawai, tagihan listrik, dan tagihan telepon 

melalui kerjasama antara Bank dengan nasabah Bank; 

c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan 

secara elektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam 

rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan 

pembayaran … 
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pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi 

mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang 

dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama dengan 

bank lain. 

14. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama 

Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan 

fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang 

melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

15. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan 

terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank yang 

melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah . 

16. Direksi: 

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian. 

17. Komisaris: 

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris 

sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

b. bagi … 
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b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian. 

18. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan dan operasional Bank dan atau bertanggungjawab langsung 

kepada Direksi antara lain pemimpin Kantor Cabang atau yang setara 

dengan itu. 

19. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan dan atau 

kelompok usaha yang: 

a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima 

perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan 

mempunyai hak suara; 

b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh 

lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai 

hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan 

pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

20. Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan 

pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang 

dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk 

dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama. 

 

 

2. Ketentuan … 
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2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan 

Layanan Syariah 

Pasal 38 

(1) Rencana pembukaan Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana 

bisnis Bank yang telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia. 

(2) Layanan Syariah dapat dibuka: 

a. Di satu wilayah yang sama dengan Kantor Cabang Syariah induknya, 

dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, atau dalam satu 

wilayah propinsi; 

b. Dengan menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah 

induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu; 

c. Dengan menggunakan sumber daya manusia Bank yang telah memiliki 

pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah; 

d. Dengan didukung oleh kesiapan teknologi sistem informasi yang 

memadai; dan 

e. Dengan didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dari Kantor 

Cabang Syariah yang menjadi induknya. 

(3) Layanan Syariah wajib:  

a. Dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Kantor Cabang dan atau 

Kantor Cabang Pembantu dimana Layanan Syariah berlokasi; 

b. Menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan 

syariah. 

(4) Laporan keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan 

keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama. 

(5) Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang menjadi lokasi 

Layanan Syariah, wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah 

dan/atau … 
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dan/atau  kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan 

dibaca dengan jelas oleh masyarakat. 

 

3. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 A 

Pemindahan Alamat Layanan Syariah 

(1) Pemindahan alamat Layanan Syariah yang dilakukan di dalam kotamadya 

atau ibukota kabupaten yang sama dengan lokasi Layanan Syariah 

sebelumnya berada, wajib memenuhi persyaratan: 

a. Mengumumkan rencana pemindahan alamat di lokasi Layanan Syariah 

sebelumnya berada paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 

pelaksanaan pemindahan alamat; dan 

b. Melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat Layanan Syariah kepada 

Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal 

pelaksanaan pemindahan alamat, dengan disertai alasan pemindahan 

alamat.  

(2) Pemindahan alamat Layanan Syariah yang dilakukan diluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan: 

a. Melaporkan rencana pemindahan alamat paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat; 

b. Melampirkan persyaratan: 

1) Alasan pemindahan alamat; 

2) Rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban 

Layanan Syariah. 

c. Melaksanakan pemindahan alamat Layanan Syariah paling lambat 30 

(tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia; 

d. Melaporkan … 
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d. Melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat Layanan Syariah kepada 

Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal 

pelaksanaan pemindahan alamat; 

e. Mengumumkan pemindahan alamat Layanan Syariah di koran lokal 

atau di lokasi dimana Layanan Syariah sebelumnya berada paling 

lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan 

alamat. 

 

4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB V 

SANKSI 

Pasal 53 

(1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 

ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 

Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), 

Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, 

Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34 

ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38,  Pasal 

39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39A ayat (2) huruf a dan c, Pasal 40, Pasal 

41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 

ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 ayat (2) 

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

(2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 22 ayat  

(4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), 

Pasal 39A ayat (1), Pasal 39A ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 46 dan 

Pasal 47 … 
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Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: 

a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu 

juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau 

pengumuman; 

b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 

(tiga puluh juta rupiah) dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan 

dan atau pengumuman. 

(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Bank belum 

menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas 

akhir penyampaian laporan dan atau pengumuman. 

(4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat 

(1), dan Pasal 32 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

 

Pasal II 

Semua istilah penyaluran dana yang sudah ada dalam PBI No.8/3/PBI/2006 tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor 

Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank 

Umum Konvensional, harus dibaca pembiayaan. 

 

Pasal III 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank 

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal :  4 Mei 2007 

 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

 

BURHANUDDIN ABDULLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR  70 

DPbS 

 


